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Abstract: The publication of notary identities by mass media before a legally binding court
decision is a crucial issue in the Indonesian legal system. This research employs a normative
juridical method to analyze media publication practices, legal protection frameworks, and
psychosocial impacts on the notary profession. Through comprehensive literature study, the
research explores the complexity of notary identity protection in the context of law and mass
media. Research findings reveal that premature publication violates the presumption of
innocence principle, damages professional integrity, and creates prolonged social
stigmatization. The Indonesian legal framework has structural weaknesses in protecting
professional identity, characterized by unclear protection mechanisms and weak legal
sanctions. The research recommends strengthening regulations, establishing cross-
institutional supervisory teams, developing media ethics protocols, and implementing
continuous education programs. A multidisciplinary approach that synergizes various
stakeholders is necessary to protect the dignity and integrity of the legal profession in
Indonesia.
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Abstrak: Publikasi identitas notaris oleh media massa sebelum putusan pengadilan
berkekuatan hukum tetap merupakan permasalahan krusial dalam sistem hukum Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis praktik publikasi
media, kerangka hukum perlindungan, dan dampak psikososial terhadap profesi notaris.
Melalui studi pustaka komprehensif, penelitian mengeksplorasi kompleksitas perlindungan
identitas notaris dalam konteks hukum dan media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
publikasi prematur melanggar prinsip praduga tak bersalah, merusak integritas profesional, dan
menimbulkan stigmatisasi sosial berkepanjangan. Kerangka hukum Indonesia memiliki
kelemahan struktural dalam melindungi identitas profesional, ditandai dengan ketidakjelasan
mekanisme perlindungan dan lemahnya sanksi hukum. Penelitian merekomendasikan
penguatan regulasi, pembentukan tim pengawas lintas lembaga, pengembangan protokol etika
media, dan program edukasi berkelanjutan. Pendekatan multidisipliner yang mensinergikan
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berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk melindungi martabat dan integritas profesi
hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Identitas Notaris; Media Massa

PENDAHULUAN

Negara hukum mensyaratkan perlindungan fundamental terhadap hak-hak individu,
termasuk mereka yang berada dalam proses peradilan. Dalam konteks profesi notaris, yang
memiliki peran strategis sebagai pejabat pembuat akta otentik, perlindungan identitas menjadi
isu krusial yang memerlukan perhatian serius. Notaris sebagai pejabat publik memiliki
tanggung jawab hukum yang kompleks, di mana integritas dan kehormatan profesional mereka
sangat bergantung pada persepsi publik dan perlakuan media massa.

Fenomena publikasi identitas notaris yang terlibat dalam proses hukum sebelum adanya
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menimbulkan persoalan serius terkait
prinsip praduga tak bersalah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap individu berhak dianggap tidak bersalah hingga
putusan pengadilan menyatakan sebaliknya. Namun, praktik media massa yang cenderung
mengekspos identitas notaris secara prematur dapat merusak reputasi profesional dan
menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi notariat.

Kompleksitas permasalahan ini semakin nyata dengan berkembangnya teknologi
informasi dan media digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan
massif. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan kerangka hukum untuk
melindungi privasi individu, namun Implementasinya masih memerlukan pengkajian
mendalam.

Kompleksitas perlindungan identitas notaris dalam konteks hukum dan media massa

tidak dapat dipisahkan dari dinamika sistem peradilan yang semakin terbuka dan transparan.
Sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan membuat akta otentik, notaris memiliki
posisi strategis dalam sistem hukum yang menuntut tingkat integritas dan profesionalisme
tertinggi. Notaris bukan sekadar profesi hukum biasa, melainkan pejabat yang memiliki
tanggung jawab publik yang sangat signifikan dalam menjamin kepastian hukum dan
kebenaran administratif.
Transformasi digital dan perkembangan media massa kontemporer telah menciptakan
tantangan baru dalam perlindungan privasi professional. Media online yang berkembang pesat
dengan model jurnalisme kecepatan (speed journalism) cenderung mengutamakan kecepatan
publikasi dibandingkan akurasi dan pertimbangan etis. Hal ini mengakibatkan risiko terjadinya
pelanggaran hak individu, khususnya bagi profesi-profesi strategis seperti notaris yang sangat
bergantung pada kepercayaan publik.

Aspek psikologis dan sosiologis publikasi identitas notaris dalam proses hukum
memiliki dampak yang komplek. Eksposur prematur dapat menimbulkan stigma sosial yang
berkepanjangan, bahkan ketika yang bersangkutan belum terbukti bersalah secara hukum.
Pemberitaan yang tidak bertanggung jawab dapat merusak reputasi individu dalam waktu
singkat, namun pemulihan nama baik membutuhkan waktu yang jauh lebih Panjang.
Kerangka hukum Indonesia sebenarnya telah memberikan perlindungan yang komprehensif
melalui berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris,
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Pers memberikan landasan
yuridis untuk melindungi hak-hak profesional. Namun, implementasi praktis dari regulasi
tersebut masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan interpretasi dan
penegakan hukum yang konsisten.
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Perspektif internasional menunjukkan bahwa perlindungan identitas profesional hukum
merupakan isu global yang memerlukan pendekatan multidisipliner. Berbagai negara telah
mengembangkan mekanisme perlindungan yang lebih canggih, baik melalui regulasi ketat
maupun kesepakatan etika antara lembaga pers, profesi hukum, dan institusi peradilan.
Indonesia dapat belajar dari praktik-praktik internasional dalam mengembangkan sistem
perlindungan yang lebih komprehensif.

Konteks sosial-budaya Indonesia yang masih menganut sistem hukum dengan tingkat
sensitivitas publik yang tinggi memperburuk situasi publikasi identitas notaris. Masyarakat
cenderung mudah terprovokasi dan membentuk opini sebelum proses hukum selesai, yang
selanjutnya dapat berdampak negatif pada kredibilitas individu dan profesi. Media massa
memiliki peran strategis dalam mendewasakan cara pandang masyarakat terhadap proses
hukum yang adil dan objektif.

Terakhir, kompleksitas perlindungan identitas notaris tidak dapat diselesaikan hanya
melalui pendekatan hukum semata. Dibutuhkan sinergi antara berbagai pemangku
kepentingan, termasuk organisasi profesi notaris, dewan pers, lembaga penegak hukum, dan
akademisi. Pendekatan komprehensif ini bertujuan menciptakan ekosistem yang menghormati
prinsip praduga tak bersalah, menjaga integritas profesi, dan melindungi hak-hak individu
dalam sistem peradilan yang berkeadilan.

Kompleksitas permasalahan publikasi identitas notaris dalam proses peradilan
menuntut kajian mendalam yang komprehensif. Problematika utama yang menjadi fokus
penelitian ini adalah bagaimana media massa mengonstruksi dan mempublikasikan identitas
notaris yang sedang menjalani proses hukum, dengan mempertimbangkan implikasi hukum,
etika, dan sosiologis yang melekat pada praktik tersebut. Penelitian akan secara kritis
mengeksplorasi mekanisme publikasi, menganalisis kerangka hukum yang ada, serta
mengevaluasi dampak sistemik dari eksposur identitas notaris sebelum adanya putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penelitian ini memiliki orientasi akademis dan praktis yang bertujuan menghasilkan
pemetaan komprehensif terhadap persoalan perlindungan identitas notaris dalam ruang publik
media. Secara spesifik, penelitian diarahkan untuk melakukan analisis mendalam terhadap
praktik publikasi media, mengidentifikasi celah hukum dan etika yang ada, serta merumuskan
rekomendasi konkret untuk melindungi hak-hak profesional notaris. Tujuan utama adalah
menghasilkan konstruksi pengetahuan yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam
pengembangan kerangka hukum dan etika perlindungan identitas profesional di Indonesia.

Manfaat penelitian ini mencakup dimensi teoritis dan praktis yang saling melengkapi.
Secara teoritis, penelitian akan memberikan sumbangan pengetahuan akademis dalam kajian
hukum media, perlindungan profesi, dan implementasi prinsip praduga tak bersalah. Kontribusi
akademis ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum dan komunikasi, serta membuka
ruang dialog ilmiah tentang hubungan kompleks antara media, hukum, dan profesionalisme.
Secara praktis, penelitian bertujuan menghasilkan rekomendasi konkret bagi pembuat
kebijakan, organisasi profesi notaris, dan institusi media untuk mengembangkan mekanisme
perlindungan yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Hasil penelitian diharapkan dapat
menjadi instrumen strategis dalam melindungi integritas profesi notaris, menjaga kepercayaan
publik, dan menciptakan ekosistem media yang lebih etis dan bertanggung jawab.

METODE
Pendekatan Penelitian Yuridis Normatif

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, sebuah pendekatan komprehensif
yang fokus pada analisis mendalam terhadap norma, kaidah, dan peraturan hukum yang
berkaitan dengan perlindungan identitas notaris dalam proses peradilan. Metode yuridis
normatif dipilih karena kemampuannya untuk mengkaji secara sistematis berbagai instrumen
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hukum, peraturan perundang-undangan, dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan
permasalahan publikasi identitas notaris oleh media massa. Pendekatan ini memungkinkan
peneliti untuk melakukan interpretasi hukum yang mendalam, menganalisis kesenjangan
normatif, dan merumuskan rekomendasi hukum yang konstruktif.
Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini mengandalkan bahan hukum yang komprehensif, terdiri dari tiga kategori
utama. Pertama, bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait,
seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-
Undang Pers, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kedua, bahan hukum sekunder
yang meliputi literatur hukum, jurnal akademis, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi ilmiah
yang membahas isu perlindungan identitas profesional. Ketiga, bahan hukum tersier yang
terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi pendukung lainnya yang dapat
memperkaya analisis penelitian.
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (library research) yang
sistematis dan komprehensif. Proses ini melibatkan penelusuran mendalam terhadap berbagai
sumber hukum, baik dalam format cetak maupun elektronik. Peneliti akan menggunakan
metode purposive sampling untuk memilih bahan hukum yang paling relevan dan representatif.
Teknik pengumpulan data mencakup dokumentasi, kajian literatur, dan analisis dokumen resmi
yang terkait dengan regulasi media, perlindungan identitas profesional, dan praktik hukum
terkait notaris.
Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi hukum
yang komprehensif. Pendekatan utama yang digunakan adalah interpretasi sistematis, yang
memandang setiap peraturan sebagai bagian dari sistem hukum yang saling terkait. Selain itu,
penelitian ini juga mengaplikasikan interpretasi teologis untuk memahami tujuan dan spirit dari
setiap regulasi yang dikaji. Proses analisis meliputi beberapa tahapan: identifikasi norma
hukum, analisis konseptual, evaluasi koherensi antarperaturan, dan konstruksi argumentasi
hukum yang kritis.
Konstruksi Logika Hukum

Penelitian yuridis normatif ini mengembangkan logika hukum yang bersifat preskriptif
dan analitis. Konstruksi logika hukum dibangun melalui penalaran induktif dan deduktif,
dengan memperhatikan hubungan kausal antara norma hukum, praktik media, dan
perlindungan identitas profesional. Peneliti akan melakukan pemaknaan hukum yang tidak
sekadar tekstual, namun juga kontekstual, dengan mempertimbangkan dinamika sosial,
perkembangan teknologi informasi, dan kompleksitas sistem peradilan.
Validitas dan Reliabilitas

Untuk menjamin kualitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dan metode.
Validitas penelitian dijamin melalui konsistensi penggunaan sumber hukum primer, kedalaman
analisis sekunder, dan kekuatan argumentasi hukum. Reliabilitas dicapai melalui pendekatan
sistematis dalam pengumpulan dan analisis bahan hukum, serta penggunaan metode
interpretasi hukum yang standar dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Praktik Publikasi Identitas Notaris dalam Media Massa

Investigasi mendalam mengungkapkan pola sistematis publikasi identitas notaris yang
problematik dalam ranah media massa. Praktik publikasi prematur tidak hanya melanggar
prinsip praduga tak bersalah, tetapi juga secara signifikan merusak integritas profesional.
Analisis terhadap sejumlah kasus, seperti kasus Notaris Faridah dalam putusan pidana
No0.249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt,menunjukkan bahwa media massa kerap mengabaikan
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pertimbangan etis dan yuridis dalam peliputan. Praktik ini ditandai dengan eksposur langsung
identitas, detail personal, dan praduga kesalahan notaris sebelum proses hukum mencapai
putusan inkracht. Setiap publikasi yang mendahului putusan pengadilan berpotensi
meruntuhkan prinsip fundamental praduga tak bersalah.

Kompleksitas publikasi media terhadap identitas notaris juga terlihat dari aspek
psikologis representasi pemberitaan. Media massa cenderung menciptakan narasi dramatis
yang menempatkan notaris dalam posisi tersudut, tanpa mempertimbangkan dampak
psikologis mendalam yang dialami individu bersangkutan. Konstruksi media yang sensasional
ini tidak hanya merugikan individu notaris, tetapi juga berpotensi mendiskreditkan seluruh
profesi hukum. Selanjutnya, fenomena publikasi identitas notaris menunjukkan adanya
ketidakseimbangan kekuatan antara media massa dan subjek pemberitaan. Meskipun notaris
memiliki mekanisme perlindungan hukum, praktik media yang agresif seringkali mengabaikan
hak-hak individual dan profesional. Hal ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan regulasi
media yang lebih komprehensif dan perlindungan substantif bagi profesional hukum.
Kerangka Hukum Perlindungan Identitas Notaris

Analisis komprehensif terhadap instrumen hukum nasional mengungkapkan
kompleksitas perlindungan hukum bagi notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-
Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Pers membentuk rezim hukum yang
secara normatif melindungi privasi profesional. Sejumlah kelemahan struktural dalam
implementasi perlindungan hukum. Pertama, ketidakjelasan mekanisme konkret perlindungan
identitas. Kedua, lemahnya sanksi hukum bagi media yang melakukan pelanggaran. Ketiga,
terbatasnya ruang interpretasi hukum yang memungkinkan perlindungan komprehensif
terhadap notaris dalam proses hukum.

Dalam konteks global, perlindungan identitas profesional hukum menunjukkan variasi
pendekatan yang signifikan antarnegaraan. Beberapa yurisdiksi telah mengembangkan
mekanisme perlindungan yang jauh lebih canggih, dengan sistem yang memungkinkan
pembatasan publikasi identitas sebelum proses hukum mencapai tahap final. Perbandingan
internasional ini menawarkan perspektif alternatif dalam mengkonstruksi kerangka
perlindungan yang lebih efektif. Tantangan implementasi perlindungan hukum juga terletak
pada dinamika teknologi informasi kontemporer. Penyebaran informasi yang sangat cepat
melalui platform digital dan media sosial semakin mengkomplekskan upaya perlindungan
identitas, menuntut pendekatan hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan
teknologi komunikasi.

Dampak Psikososial Publikasi Negatif terhadap Profesi Notaris

Penelitian ini mengungkap dampak psikososial yang kompleks akibat publikasi negatif
identitas notaris. Eksposur prematur dapat menimbulkan stigmatisasi sosial berkepanjangan,
merusak reputasi profesional, dan menurunkan kepercayaan publik. Studi kasus menunjukkan
bahwa notaris yang namanya dipublikasikan secara negatif mengalami tekanan psikologis
signifikan, termasuk gangguan profesional, penurunan kredibilitas, dan potensi kehilangan
klien. Dampak psikososial ini tidak sekadar individual, melainkan berpotensi melemahkan
kepercayaan sistemik terhadap institusi notariat.

Dimensi psikologis yang kurang dieksplorasi adalah mekanisme pemulihan profesional
dan sosial bagi notaris yang telah mengalami publikasi negative. Proses rehabilitasi reputasi
membutuhkan intervensi multidisipliner, termasuk dukungan psikologis, strategi komunikasi,
dan mekanisme pemulihan kepercayaan publik yang terstruktur dan komprehensif. Penelitian
lebih lanjut perlu mengeksplorasi dampak jangka panjang publikasi negatif terhadap kesehatan
mental dan profesionalitas notaris. Studi longitudinal yang mendalam dapat memberikan
wawasan signifikan tentang mekanisme adaptasi, resiliensi, dan strategi bertahan yang
dikembangkan oleh individu dalam menghadapi stigmatisasi profesional.
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Etika Media dan Perlindungan Identitas Profesional

Kajian terhadap kode etik jurnalistik mengungkapkan kesenjangan antara norma etis
dan praktik media. Meskipun Kode Etik Jurnalistik Indonesia secara eksplisit menekankan
prinsip praduga tak bersalah, implementasinya masih sangat lemah. Penelitian menemukan
bahwa motivasi kompetisi media, tekanan untuk menghasilkan berita cepat, dan model
jurnalisme kecepatan (speed journalism) kerap mengabaikan pertimbangan etis. Dibutuhkan
transformasi fundamental dalam budaya media, termasuk pelatihan etika berkelanjutan dan
mekanisme pengawasan yang lebih ketat.

Transformasi etika media tidak hanya membutuhkan kerangka regulasi, tetapi juga
perubahan fundamental dalam pendidikan jurnalistik. Kurikulum pendidikan jurnalisme perlu
secara eksplisit mengintegrasikan modul etika yang menekankan pentingnya perlindungan
identitas dan praduga tidak bersalah, serta mengembangkan sensitivitas moral dalam praktik
pemberitaan. Konteks digital saat ini menuntut pengembangan kode etik yang lebih responsif
dan fleksibel. Platform media online, media sosial, dan ruang digital lainnya membutuhkan
protokol etika yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika komunikasi
kontemporer, sambil tetap menjunjung prinsip-prinsip fundamental perlindungan identitas
profesional.

Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Identitas Notaris

Berdasarkan analisis komprehensif, penelitian merumuskan sejumlah rekomendasi
kebijakan strategis. Pertama, penguatan regulasi dengan mekanisme perlindungan yang lebih
spesifik dan sanksi yang lebih tegas. Kedua, pembentukan tim khusus lintas lembaga untuk
mengawasi publikasi media terkait kasus hukum professional. Ketiga, pengembangan protokol
etika media yang lebih rigid dalam peliputan kasus hukum. Keempat, program edukasi
berkelanjutan bagi wartawan tentang etika pemberitaan dan prinsip praduga tak bersalah.
Pendekatan multidisipliner adalah kunci dalam melindungi integritas profesi hukum.

Pendekatan komparatif dengan sistem perlindungan identitas profesional di negara-
negara maju dapat memberikan perspektif inovatif dalam merancang mekanisme perlindungan.
Studi benchmark internasional dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi
dalam konteks sistem hukum dan sosial Indonesia, menciptakan kerangka perlindungan yang
lebih canggih dan efektif. Selain regulasi, diperlukan ekosistem kelembagaan yang mendukung
perlindungan identitas profesional. Kolaborasi antara organisasi profesi, lembaga penegak
hukum, akademisi, dan pemangku kepentingan media menjadi kunci dalam mengembangkan
pendekatan holistik yang mampu melindungi integritas dan martabat profesi hukum.
Implikasi Teoritis dan Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori
perlindungan identitas profesional. Secara teoritis, studi ini memperluas kerangka konseptual
tentang hubungan antara media, hukum, dan etika profesional. Secara praktis, temuan
penelitian menyediakan instrumen konkret bagi pembuat kebijakan, organisasi profesi, dan
institusi media untuk mengembangkan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif.
Kajian mendalam seperti ini adalah langkah vital dalam mengonstruksi sistem hukum yang
berkeadilan dan bermartabat.

Penelitian lebih lanjut perlu mengeksplorasi dinamika interseksional antara teknologi,
hukum, dan etika media dalam konteks perlindungan identitas profesional. Pendekatan
interdisipliner yang memanfaatkan perspektif sosiologi, psikologi, hukum, dan komunikasi
dapat memberikan wawasan komprehensif tentang mekanisme perlindungan yang lebih
canggih dan responsif. Kontribusi teoritis penelitian ini juga terletak pada pengembangan
kerangka konseptual yang memahami identitas profesional sebagai konstruksi sosial yang
dinamis. Hal ini membuka ruang bagi kajian yang lebih mendalam tentang bagaimana identitas
profesional dibentuk, dipertahankan, dan dilindungi dalam lanskap komunikasi dan hukum
yang terus berubah.
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KESIMPULAN

Publikasi identitas notaris oleh media massa sebelum putusan pengadilan berkekuatan
hukum tetap merupakan persoalan kompleks yang memerlukan pendekatan multidisipliner.
Penelitian ini mengungkap bahwa praktik publikasi prematur tidak hanya melanggar prinsip
praduga tak bersalah, tetapi juga secara signifikan merusak integritas profesional notaris.
Kerangka hukum Indonesia saat ini memiliki sejumlah kelemahan struktural dalam melindungi
identitas profesional, ditandai dengan ketidakjelasan mekanisme konkret perlindungan,
lemahnya sanksi hukum, dan terbatasnya ruang interpretasi hukum.

Dampak psikososial dari publikasi negatif terhadap notaris sangat kompleks, mencakup
stigmatisasi sosial berkepanjangan, tekanan psikologis signifikan, dan potensi penurunan
kredibilitas profesional. Media massa cenderung mengonstruksi narasi sensasional yang
menempatkan notaris pada posisi tersudut, tanpa mempertimbangkan konsekuensi mendalam
bagi individu dan profesi. Transformasi digital dan jurnalisme kecepatan semakin
memperburuk situasi, dengan platform media online yang memungkinkan penyebaran
informasi masif dan cepat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian merekomendasikan sejumlah strategi
komprehensif: penguatan regulasi dengan mekanisme perlindungan yang lebih spesifik,
pembentukan tim pengawas lintas lembaga, pengembangan protokol etika media yang lebih
ketat, serta program edukasi berkelanjutan bagi wartawan. Pendekatan multidisipliner yang
melibatkan sinergi antara organisasi profesi, lembaga penegak hukum, akademisi, dan
pemangku kepentingan media menjadi kunci dalam melindungi integritas dan martabat profesi
hukum di Indonesia.
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